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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penilaian TKS BPR perlu disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas penerapan 

manajemen risiko dan tata kelola sehingga permasalahan BPR dapat diidentifikasi lebih dini 

dan tindak lanjut yang lebih sesuai dan tepat. Peraturan Otoritas Jasa Keunangan Nomor  

3/POJK.03/2022 merupakan penyempurnaan atas ketentuan SK Direksi Bank Indonesia 

No.30/12/KEP/DIR tahun 1997 tentang Tata Cara Penilaian TKS BPR dan POJK 

20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian TKS BPRS. 

Tingkat Kesehatan BPR adalah hasil penilaian kondisi BPR yang dilakukan terhadap 

faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan Peringkat Komposit 

adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR 

Ketentuan TKS BPR perlu direview dan diintegrasikan sejalan dengan kondisi BPR yang 

Penilaian TKS BPR menitikberatkan past performance, Indikator penilaian terbatas dengan 

metode mekanistis dan rigid, Belum forward looking, dan perubahan paradigma pengaturan 

yang mengarah ke principle based dan pengawasan BPR yang mengacu pada pendekatan risk 

based. 

Perkembangan digitalisasi dan inovasi produk BPR yang meliputi perkembangan 

landscape dan ecosystem perbankan selama dan pasca pandemi telah mengubah bisnis proses 

bank ke arah digital yang juga merambah BPR disertai pergeseran eksposur risikonya dan 

perkembangan produk dan layanan berbasis digital yang semakin marak, serta profil risiko yg 

semakin kompleks menuntut penilaian kondisi BPR lebih komprehensif dengan 

memperhatikan aspek risiko dan governance. 

Penerbitan Ketentuan Tata Kelola dan Profil Risiko, OJK telah menerbitkan POJK 

penerapan profil risiko dan tata kelola bagi BPR yang merupakan bagian dari faktor yang 

digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan berdasarkan risiko namun belum terintegrasi 

dalam penilaian CAMEL saat ini. 

Penerapan pengawasan berbasis risiko bagi BPR berdasarkan kelasnya termasuk 

penilaian TKS Telah dikembangkan pola pengawasan BPR berdasarkan risiko yang 

berpengaruh terhadap penyesuaian siklus pengawasan dan memerlukan penyempurnaan 

metode penilaian tingkat kesehatan BPR. 
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B. Maksud dan Tujuan 

a. Mengetahui apakah pengelolaan bank dilakukan sejalan dengan azas-azas perbankan yang

sehat, prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang belaku

b. Menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun

perbankan nasional secara keseluruhan.

c. Menentukan bank dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

C. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaiman diubah dengan

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4. POJK no 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan

Rakyat tanggal 3 November 2015

5. SEOJK no 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

Perkreditan Rakyat tanggal 21 Januari 2019.

6. POJK no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

tanggal 31 Maret 2015.

7. SE OJK no 24/SEOJK.03/2020 Perubahan atas SEOJK no 5/SEOJK.03/2016 tentang

Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat  tanggal 14 Desember 2020.

8. POJK no 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan

Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat Pada tanggal 31 Maret 2015.

9. SE OJK no 24/SEOJK.03/2019 Perubahan atas SEOJK no 8/SEOJK.03/2016 tentang

tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum

Bank Perkreditan Rakyat tanggal 13 November 2019.

10. POJK no 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 2 Maret 2022.

11. SEOJK no 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan

Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 18 Juli 2022.
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D. Ketentuan Umum dan Definisi 

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Direksi adalah direksi bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan

umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR

berbentuk badan hukum koperasi.

3. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan

terbatas, atau komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah,

dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan

perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.

4. Tingkat Kesehatan BPR adalah hasil penilaian kondisi BPR yang dilakukan terhadap

faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR.

5. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR.

E. Kewajiban Memelihara TKS BPR 

1. PT. BPR Citra Darian wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan PT.

BPR Citra Darian dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam

melaksanakan kegiatan usaha.

2. Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Citra Darian wajib memastikan upaya untuk

memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan PT. BPR Citra Darian dan melakukan

langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan

PT. BPR Citra Darian.
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BAB 11 

PENILAIAN SENDIRI TINGKAT KESEHATAN BPR 

a. PT. BPR Citra Darian wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan BPR secara

lengkap dan benar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PT. BPR Citra Darian wajib dilakukan setiap semester

untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, yaitu :

1. Periode Juni disampaikan paling lambat 31 Juli

2. Periode Desember disampaikan paling lambat 31 Januari

c. Penilaian Sewaktu – Waktu:

 Dalam hal memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian sendiri dan/atau permintaan

Otoritas Jasa Keuangan, PT. BPR Citra Darian wajib melakukan pengkinian penilaian

sendiri Tingkat Kesehatan PT. BPR Citra Darian sewaktu-waktu.

Kondisi tertentu antara lain:

1. kondisi keuangan BPR memburuk signifikan yang berpotensi menurunkan tingkat

kesehatan;

2. BPR menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan/atau permodalan

yang dapat menyebabkan BPR berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau

dalam pengawasan khusus; atau

3. kondisi lain yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan pengkinian

penilaian tingkat kesehatan antara lain berdasarkan temuan hasil pemeriksaan.

d. Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PT. BPR Citra Darian wajib mendapat persetujuan

dari Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

e. Penyampaian Penilaian Sendiri Wajib disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan

Otoritas Jasa Keuangan  (APOLO).

f. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, laporan  disampaikan

secara luring.

g. Dalam hal batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PT. BPR Citra

Darian jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat

Kesehatan PT. BPR disampaikan pada hari kerja berikutnya.

h. Ketentuan mengenai penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PT. BPR Citra

Darian ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
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i. Penilaian Tingkat Kesehatan PT. BPR Citra Darian dan pengkinian penilaian Tingkat

Kesehatan PT. BPR Citra Darian sewaktu - waktu dilakukan berdasarkan:

1. hasil pemeriksaan;

2. hasil analisis laporan berkala yang disampaikan BPR; dan/atau

3. informasi lain

j. Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan PT. BPR Citra Darian yang

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan

BPR, penilaian Tingkat Kesehatan BPR yang berlaku merupakan hasil penilaian Tingkat

Kesehatan BPR yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
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BAB III 

MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN 

 PT. BPR Citra Darian wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPR dengan menggunakan

pendekatan risiko dengan cakupan penilaian terhadap faktor:

a. profil risiko;

merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko sesuai

dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko.

b. tata kelola;

merupakan penilaian terhadap manajemen BPR dan BPRS atas pelaksanaan prinsip tata

kelola sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola.

c. rentabilitas; dan

merupakan penilaian terhadap komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional.

d. permodalan.

merupakan penilaian terhadap terhadap komponen tingkat kecukupan permodalan BPR.

 Penilaian Tingkat Kesehatan PT. BPR Citra Darian berdasarkan faktor profil risiko, tata kelola,

rentabilitas, dan permodalan dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur. Yang

dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur adalah proses penilaian yang dilakukan secara

menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama BPR. Analisis dilakukan

secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko. Analisis harus

didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan permasalahan yang

dihadapi oleh BPR dan didokumentasikan secara memadai.

 Apabila BPR melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan jika

telah dikenai sanksi administratif tetap melanggar ketentuan BPR dapat dikenai sanksi sebagai

berikut:

1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau

2. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR.

 Sanksi administratif mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023.

 Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dengan pendekatan risiko, dilakukan dengan memperhatikan

prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan BPR sebagai berikut:

a. Berorientasi Risiko

b. Proporsionalitas

c. Signifikansi dan Materialitas

d. Komprehensif dan Terstruktur
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 Penerapan Manajemen Risiko BPR

Sejak Posisi Laporan Bulan Desember 2022 

Kategori BPR Jenis Risiko 

1. BPR yang memiliki modal inti kurang dari

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

rupiah)

Paling sedikit: 

a. risiko kredit;

b. risiko operasional;

c. risiko kepatuhan; dan

d. risiko likuiditas.

2. BPR yang memiliki modal inti paling

sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

miliar rupiah)

a. risiko kredit;

b. risiko operasional;

c. risiko kepatuhan;

d. risiko likuiditas;

e. risiko reputasi; dan

f. risiko strategis.

3. BPR yang memiliki modal inti kurang dari

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

rupiah) namun memiliki produk, layanan,

jasa, dan/atau kegiatan lain yang

menambah eksposur risiko

 Produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko antara lain:

a. memerlukan investasi yang signifikan yang berpengaruh pada kinerja keuangan BPR;

b. rentan atau sensitif terhadap perubahan faktor eksternal antara lain makroekonomi,

kebijakan pemerintah, tingkat persaingan; atau

c. memiliki kompleksitas tinggi.

A. Penilaian Faktor Profil Risiko 

a. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas

penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional BPR yang mencerminkan sistem

pengendalian risiko BPR.

Risiko yang dinilai PT. BPR Citra Darian terdiri atas:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam

memenuhi kewajiban kepada BPR.
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2. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan

dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan

sistem, dan/atau adanya masalah eksternal yang memengaruhi operasional BPR.

3. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan” adalah risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk

risiko akibat kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain

disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat

sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi

kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid

berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi

keuangan BPR.

Penilaian profil risiko terdiri atas: 

1. Penilaian Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan

bisnis BPR, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi,

yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BPR. Risiko inheren

ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Penilaian atas risiko inheren dilakukan

dengan memperhatikan parameter baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dilakukan

berdasarkan analisis komprehensif terhadap seluruh parameter dan pilar, termasuk

mempertimbangkan signifikansi serta keterkaitan antarparameter dan antarpilar.

2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

Penilaian KPMR merupakan penilaian atas kecukupan sistem pengendalian risiko yang

mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko. Penilaian KPMR paling sedikit

mencakup penilaian terhadap 4 (empat) pilar yaitu:

1. pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris;

2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit, yaitu:

a) kebijakan manajemen risiko;

b) prosedur manajemen risiko; dan



9 

c) penetapan limit risiko;

3. kecukupan proses dan sistem, yaitu:

a) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan

b) sistem informasi manajemen risiko;

4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

b. Faktor profil risiko ditetapkan peringkat faktor:

a) peringkat 1;

b) peringkat 2;

c) peringkat 3;

d) peringkat 4; atau

e) peringkat 5.

Peringkat Penjelasan 

Peringkat 1 

(Sangat Rendah) 

Profil risiko BPR yang termasuk dalam peringkat ini pada 

umumnya memiliki karakteristik antara lain: 

a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang

dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi

BPR dari risiko inheren tergolong sangat rendah selama

periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.

b. KPMR sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan

minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.

Peringkat 2 

(Rendah) 

Profil risiko BPR yang termasuk dalam peringkat ini pada 

umumnya memiliki karakteristik antara lain: 

a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang

dilakukan BPR , kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR

dari risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu

tertentu pada masa yang akan datang.

b. KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor,

kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian

manajemen.

Peringkat 3 

(Sedang) 

Profil risiko BPR yang termasuk dalam peringkat ini pada 

umumnya memiliki karakteristik antara lain: 

a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang

dilakukan BPR , kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR
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dari risiko inheren tergolong sedang selama periode waktu 

tertentu pada masa yang akan datang. 

b. KPMR cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum

terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang

membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.

Peringkat 4 

(Tinggi) 

Profil risiko BPR yang termasuk dalam peringkat ini pada 

umumnya memiliki karakteristik antara lain: 

a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang

dilakukan BPR , kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR

dari risiko inheren tergolong tinggi selama periode waktu

tertentu pada masa yang akan datang.

b. KPMR kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan

pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan

tindakan korektif segera.

Peringkat 5 

(Sangat Tinggi) 

Profil risiko BPR yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya 

memiliki karakteristik antara lain: 

a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR

, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko inheren

tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada

masa yang akan datang.

b. KPMR tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada

berbagai aspek manajemen risiko yang tindakan

penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

B. Penilaian Faktor Tata Kelola 

a. Penilaian terhadap faktor tata kelola merupakan penilaian terhadap manajemen BPR atas

pelaksanaan prinsip tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

penerapan tata kelola. Penilaian faktor tata kelola dilakukan berdasarkan analisis atas:

1. Penerapan prinsip tata kelola yaitu:

a) keterbukaan,

b) akuntabilitas,

c) pertanggungjawaban,

d) independensi, dan

e) kewajaran.
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2. Kecukupan struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola yang mencakup 11

(sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola yaitu:

1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;

4) penanganan benturan kepentingan;

5) penerapan fungsi kepatuhan;

6) penerapan fungsi audit intern;

7) penerapan fungsi audit ekstern;

8) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;

9) batas maksimum pemberian kredit;

10) rencana bisnis BPR; dan

11) transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.

3. Informasi lain yang terkait dengan tata kelola yang didasarkan pada data dan informasi

yang relevan.

b. Faktor tata kelola ditetapkan peringkat faktor:

a) peringkat 1;

b) peringkat 2;

c) peringkat 3;

d) peringkat 4; atau

e) peringkat 5.

Peringkat Penjelasan 

Peringkat 1 BPR memiliki penerapan tata kelola yang sangat baik. 

Peringkat 2 BPR memiliki penerapan tata kelola yang baik. 

Peringkat 3 BPR memiliki penerapan tata kelola yang cukup baik. 

Peringkat 4 BPR memiliki penerapan tata kelola yang kurang baik. 

Peringkat 5 BPR memiliki penerapan tata kelola yang tidak baik. 

c. BPR wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola paling sedikit kepada:

a) pemegang saham;

b) Otoritas Jasa Keuangan;

c) Asosiasi BPR bagi BPR di Indonesia; dan

d) 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan bagi
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paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. 

d. Bagi BPR yang telah memiliki situs web wajib mempublikasikan laporan penerapan tata kelola

pada situs web BPR paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31

Desember.

e. BPR yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa:

a) denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan; atau

b) teguran tertulis dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bagi BPR yang

belum menyampaikan laporan penerapan tata kelola melampaui 1 (satu) bulan sejak

batas akhir waktu penyampaian laporan.

f. Dalam hal BPR tidak menyampaikan laporan penerapan tata kelola sampai dengan periode

penyampaian berikutnya, dikenai sanksi administratif berupa 2 (dua) kali teguran tertulis

oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPR tidak

menyampaikan laporan penerapan tata kelola dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja

setelah teguran tertulis pertama.

g. Pengenaan sanksi denda tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan penerapan

tata kelola.

h. BPR yang menyampaikan laporan penerapan tata kelola yang dinilai tidak lengkap

dan/atau tidak benar secara signifikan dikenai sanksi administratif berupa 2 (dua) kali

teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan teguran tertulis kedua diberikan

apabila BPR tidak:

a) menyampaikan laporan penerapan tata kelola; atau

b) memperbaiki laporan penerapan tata kelola, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari

kerja setelah teguran tertulis pertama.

i. Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif dan tetap melanggar ketentuan, anggota

Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif BPR dapat dikenai sanksi

administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

j. Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif dan tetap tidak menyampaikan atau tidak

memperbaiki laporan penerapan tata kelola dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja

setelah teguran tertulis kedua, BPR dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

k. Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan penerapan tata

kelola yang telah diperbaiki.

l. BPR yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
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m. Dalam hal BPR  telah dikenai sanksi administratif dan tetap melanggar ketentuan, BPR

dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan

operasional BPR.

n. Penilaian Tingkat Kesehatan BPR posisi bulan Juni, mempertimbangkan penilaian atas

penerapan tata kelola posisi bulan Desember tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan

perkembangan kondisi atau permasalahan dalam penerapan tata kelola selama 6 (enam)

bulan terakhir.

o. Sanksi administratif mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023.

C. Penilaian Faktor Rentabilitas 

1. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen kinerja

rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR.

2. Komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR ditetapkan peringkat

komponen:

a) peringkat 1;

b) peringkat 2;

c) peringkat 3;

d) peringkat 4; atau

e) peringkat 5.

Peringkat Faktor Penjelasan 

Peringkat 1 Rentabilitas sangat memadai, laba melebihi target, dan mendukung 

pertumbuhan permodalan. BPR yang termasuk dalam Peringkat 1 

memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik 

sebagai berikut: 

a. kinerja BPR dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sangat

memadai;

b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari core earnings sangat

dominan. Core earnings mencakup seluruh pendapatan yang

bersumber dari aktivitas utama BPR;

c. komponen yang mendukung core earnings sangat stabil; dan/atau

d. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek

laba pada masa yang akan datang sangat tinggi.
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Peringkat 2 Rentabilitas memadai, laba melebihi target, dan mendukung 

pertumbuhan permodalan. BPR yang termasuk dalam Peringkat 2 

memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik 

sebagai berikut: 

a. kinerja BPR dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai;

b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari core earnings dominan;

c. komponen yang mendukung core earnings stabil; dan/atau

d. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek

laba pada masa yang akan datang tinggi.

Peringkat 3 Rentabilitas cukup memadai, laba memenuhi target, meskipun terdapat 

tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan 

laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan BPR. BPR 

yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi seluruh atau sebagian 

besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: 

a. kinerja BPR dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup

memadai;

b. sumber utama rentabilitas berasal dari core earnings cukup

dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari noncore

earnings;

c. komponen yang mendukung core earnings cukup stabil; dan/atau

d. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek

laba pada masa yang akan datang cukup baik.

Peringkat 4 Rentabilitas kurang memadai, laba tidak memenuhi target, dan 

diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut pada masa yang akan 

datang sehingga kurang mendukung pertumbuhan permodalan dan 

kelangsungan usaha BPR. BPR yang termasuk dalam Peringkat 4 

memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik 

sebagai berikut: 

a. kinerja BPR dalam menghasilkan laba (rentabilitas) tidak memadai

atau BPR mengalami kerugian;

b. sumber utama rentabilitas berasal dari noncore earnings;

c. komponen yang mendukung core earnings kurang stabil; dan/atau
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d. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek

laba pada masa yang akan datang kurang baik atau bahkan dapat

berpengaruh negatif terhadap permodalan BPR.

Peringkat 5 Rentabilitas tidak memadai, laba tidak memenuhi target dan tidak 

dapat diandalkan serta segera memerlukan peningkatan kinerja laba 

untuk memastikan kelangsungan usaha BPR. BPR yang termasuk 

dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh 

karakteristik sebagai berikut: 

a. BPR mengalami kerugian yang signifikan;

b. sumber utama rentabilitas berasal dari noncore earnings;

c. komponen yang mendukung core earnings tidak stabil; dan/atau

d. kerugian BPR memengaruhi permodalan secara signifikan.

3. Penilaian aspek kuantitatif faktor rentabilitas merupakan penilaian terhadap 3 (tiga)

komponen, yaitu:

1) Return on Asset (ROA);

2) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO); dan

3) Net Interest Margin (NIM) bagi BPR.

No. Komponen Penjelasan Peringkat 

1. Return on Asset 

(ROA) 

ROA = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒t 

a. Laba Sebelum Pajak adalah laba

sebelum pajak sebagaimana tercatat
dalam laba rugi tahun berjalan yang

disetahunkan.

Contoh: Untuk posisi bulan Juni,

akumulasi laba pada posisi Juni
dihitung dengan cara dibagi 6 dan

dikalikan dengan 12.

b. Rata-rata Total Aset adalah hasil

penjumlahan keseluruhan total aset

posisi bulan pertama awal tahun
sampai dengan posisi bulan laporan

dibagi dengan jumlah bulan

laporan. Total aset adalah total aset
sebagaimana tercatat dalam laporan

posisi keuangan tahun berjalan.

Contoh: Untuk posisi bulan Juni,

dihitung dengan cara
menjumlahkan total aset posisi

Peringkat 1: ROA ≥2% 

Peringkat 2: 1.5%≤ROA<2% 

Peringkat 3: 1%≤ROA<1.5% 

Peringkat 4: 0.5%≤ROA<1% 

Peringkat 5: ROA < 0.5% 
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Januari sampai dengan Juni dibagi 

dengan 6. 

2. Rasio Beban 

Operasional terhadap 

Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

BOPO= 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎l 

a. Beban Operasional adalah semua

beban yang dikeluarkan atas

kegiatan utama BPR yang

disetahunkan.

Contoh: Untuk posisi bulan Juni, 

akumulasi beban operasional pada 
posisi Juni dihitung dengan cara 

dibagi 6 dan dikalikan dengan 12. 

b. Pendapatan Operasional adalah
semua pendapatan yang merupakan

hasil dari kegiatan utama BPR yang

disetahunkan.

Contoh: Untuk posisi bulan Juni, 

akumulasi pendapatan operasional 
pada posisi Juni dihitung dengan 

cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 

12. 

Peringkat 1: BOPO ≤85% 

Peringkat 2: 85%<BOPO≤90% 

Peringkat 3: 90%<BOPO≤95% 

Peringkat 4: 95%<BOPO≤100% 

Peringkat 5: BOPO >100% 

3. Net Interest Margin 

(NIM) 

NIM= 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 
𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 

a. Pendapatan Bunga Bersih adalah

pendapatan bunga yang

disetahunkan dikurangi dengan
beban bunga yang disetahunkan.

Contoh: Untuk posisi bulan Juni, 
pendapatan bunga bersih adalah 

akumulasi pendapatan bunga pada 

posisi Juni yang dihitung dengan 

cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 
12 dikurangi dengan akumulasi 

beban bunga pada posisi Juni yang 

dihitung dengan cara dibagi 6 dan 
dikalikan dengan 12. 

b. Rata-rata Total Aset Produktif
adalah hasil penjumlahan

keseluruhan total aset produktif

posisi bulan pertama awal tahun

sampai dengan posisi bulan laporan
dibagi dengan jumlah bulan

laporan.

Peringkat 1: NIM ≥10% 

Peringkat 2: 8%≤NIM<10% 

Peringkat 3: 6%≤NIM<8% 

Peringkat 4: 4%≤NIM<6% 

Peringkat 5: NIM <4% 



17 

Total aset produktif merupakan 

total Sertifikat Bank Indonesia, 

penempatan pada Bank lain, dan 
kredit yang diberikan. 

Contoh: Untuk posisi bulan Juni, 
dihitung dengan cara 

menjumlahkan total aset produktif 

posisi Januari sampai dengan Juni 
dibagi dengan 6. 

4. Selain penilaian aspek kuantitatif, penilaian faktor rentabilitas mempertimbangkan pula

penilaian aspek kualitatif, yaitu:

1) sumber rentabilitas, ditunjukkan antara lain dengan penilaian atas kontribusi

komponen pendapatan yang mendukung rentabilitas;

2) kesinambungan rentabilitas, ditunjukkan antara lain dengan penilaian atas prospek

rentabilitas di masa yang akan datang; dan/atau

3) manajemen rentabilitas, ditunjukkan antara lain dengan penilaian atas kemampuan

BPR dalam mengelola rentabilitas.

D. Penilaian Faktor Permodalan 

1. Penilaian faktor permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal BPR yang

mencerminkan dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas BPR untuk menyerap

potensi kerugian saat ini dan waktu yang akan datang.

2. Komponen tingkat kecukupan permodalan BPR , ditetapkan peringkat komponen:

a) peringkat 1;

b) peringkat 2;

c) peringkat 3;

d) peringkat 4; atau

e) peringkat 5.

Peringkat Penjelasan 

Peringkat 1 BPR memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai 

relatif terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan 

permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan 

kompleksitas usaha BPR. BPR yang termasuk dalam Peringkat 1 

memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai 

berikut: 
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a. BPR memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat

mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung

ekspansi usaha BPR ke depan;

b. kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik,

permanen, dan dapat menyerap kerugian;

c. BPR telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal

dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan

sangat memadai;

d. BPR memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau

memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai 

dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala 

BPR; dan/atau 

e. BPR memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau

memiliki dukungan permodalan dari pemegang saham. 

Peringkat 2 BPR memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif 

terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan 

yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas 

usaha BPR. BPR yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh 

atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: 

a. BPR memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat

mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi;

b. kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dan

dapat menyerap kerugian;

c. BPR telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal

dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan

memadai;

d. BPR memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki

proses penilaian kecukupan modal yang baik; dan/atau

e. BPR memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat

dukungan permodalan dari pemegang saham.

Peringkat 3 BPR memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai 

relatif terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan 

permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan 
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kompleksitas usaha BPR. BPR yang termasuk dalam Peringkat 3 

memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai 

berikut: 

a. BPR memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup

mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi;

b. kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup

permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian;

c. BPR telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal

dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan

cukup memadai;

d. BPR memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau

memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik; dan/atau

e. BPR memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun

dukungan dari pemegang saham memerlukan waktu realisasi.

Peringkat 4 BPR memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai 

relatif terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan 

permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, 

dan kompleksitas usaha BPR. BPR yang termasuk dalam Peringkat 4 

memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai 

berikut: 

a. BPR memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak

dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi;

b. kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang

permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian;

c. BPR telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal

dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi;

d. BPR memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau

memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik;

dan/atau

e. BPR kurang memiliki akses pada sumber permodalan, dan tidak

terdapat dukungan dari pemegang saham.

Peringkat 5 BPR memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai 

relatif terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan 
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permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala 

usaha, dan kompleksitas usaha BPR. BPR yang termasuk dalam Peringkat 

5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai 

berikut: 

a. BPR memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga

harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang

dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi krisis;

b. kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak

permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian;

c. BPR telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal

dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi;

d. BPR memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau

memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik; dan/atau

e. BPR tidak memiliki akses pada sumber permodalan dan tidak terdapat

dukungan dari pemegang saha.

3. Penilaian aspek kuantitatif faktor permodalan merupakan penilaian terhadap 2 (dua)

komponen yaitu:

1) Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM); dan

2) Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto (MIAPB).

No. Komponen Penjelasan Peringkat 

1. Rasio 

Kecukupan 

Pemenuhan 

Modal 

Minimum 

(KPMM) 

KPMM=𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑖+𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝 

𝐴𝑇𝑀𝑅 

Modal inti, modal pelengkap, dan Aset 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai kewajiban penyediaan 

modal minimum dan pemenuhan modal inti 

minimum BPR. 

Peringkat 1: KPMM ≥15% 

Peringkat 2: 13%≤KPMM<15% 

Peringkat 3: 12%≤KPMM<13% 

Peringkat 4: 8%≤KPMM<12% 

Peringkat 5: KPMM <8% 

2. Rasio Modal 

Inti terhadap 

Aset Produktif 

MIAPB= 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑖 

𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ (𝑛𝑒𝑡𝑜) 

Peringkat 1: MIAPB ≥200% 

Peringkat 2: 180%≤MIAPB<200% 

Peringkat 3: 150%≤MIAPB<180% 

Peringkat 4: 120%≤MIAPB<150% 

Peringkat 5: MIAPB<120% 
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Bermasalah 

Neto (MIAPB) 

a. Modal inti mengacu pada Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai

kewajiban penyediaan modal minimum

dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

b. Aset produktif bermasalah (neto) adalah

aset produktif yang memiliki kualitas

kurang lancar, diragukan, dan macet

setelah dikurangi dengan penyisihan

penghapusan aset produktif.

4. Penilaian aspek kualitatif faktor permodalan merupakan penilaian terhadap:

1) manajemen permodalan, ditunjukkan dengan penilaian atas pemahaman Direksi dan

Dewan Komisaris terhadap pengelolaan modal, kebijakan dan prosedur pengelolaan

modal, perencanaan modal, dan penilaian kecukupan modal; dan/atau

2) kemampuan akses permodalan, ditunjukkan dengan penilaian atas akses sumber

modal baik yang berasal dari internal maupun eksternal, misalnya kinerja rentabilitas

yang mendukung permodalan atau pihak lain yang dapat mendukung permodalan

BPR.
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BAN IV 

PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN 

A. Tahap Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR 

a. Berdasarkan peringkat faktor yang diperoleh, masing-masing peringkat faktor dikalikan

dengan bobot faktor, sebagai berikut:

1) faktor profil risiko, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);

2) faktor tata kelola, dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

3) faktor rentabilitas, dengan bobot 15% (lima belas persen); dan

4) faktor permodalan, dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

b. Hasil penjumlahan dari peringkat faktor dikalikan bobot faktor disebut dengan nilai

komposit.

c. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS terdiri dari 5 (lima)

peringkat yaitu:

1) Peringkat Komposit 1 (PK-1);

2) Peringkat Komposit 2 (PK-2);

3) Peringkat Komposit 3 (PK-3);

4) Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan

5) Peringkat Komposit 5 (PK-5).

Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPR yang lebih sehat. 

Peringkat Definisi 

PK 1 mencerminkan kondisi BPR  yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai 

sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat 

faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, 

dan permodalan, yang secara umum sangat baik. Jika terdapat kelemahan 

baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan 

tersebut tidak signifikan. 

PK 2 mencerminkan kondisi BPR yang secara umum sehat sehingga dinilai 

mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi 

bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor 

penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan 

permodalan, yang secara umum baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi 

internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut kurang 

signifikan. 

PK 3 mencerminkan kondisi BPR yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai 

cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat 

faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, 

dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Jika terdapat kelemahan 
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baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan 

tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh 

manajemen maka dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR. 

PK 4 mencerminkan kondisi BPR yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai 

kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat 

faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, 

dan permodalan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan baik 

dari sisi internal maupun eksternal yang secara umum signifikan dan tidak 

dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan 

usaha BPR. 

PK 5 mencerminkan kondisi BPR yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai 

tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat 

faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, 

dan permodalan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan baik dari 

sisi internal maupun eksternal yang secara umum sangat signifikan sehingga 

untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau 

sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan BPR. 

B. Pengkinian Penilaian Tingkat Kesehatan BPR 

a. Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dapat dikinikan sewaktu-waktu dalam hal BPR

memenuhi kondisi tertentu sesuai dengan POJK TKS BPR. Pengkinian atas penilaian

Tingkat Kesehatan BPR dapat dilakukan di luar periode akhir bulan Juni dan Desember.

b. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk menyampaikan hasil pengkinian

penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR sewaktu-waktu dengan memberikan batas

waktu penyampaian sesuai dengan kondisi BPR serta urgensi kebutuhan pengawasan.

c. Dalam hal hasil pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR sewaktu-waktu

disampaikan atas inisiatif BPR, penyampaian dilakukan setelah melalui komunikasi

dengan pengawas Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dilaporkan melalui sistem

pelaporan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan.

d. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan ditemukan

permasalahan yang secara signifikan memengaruhi atau akan memengaruhi operasional

dan/atau kelangsungan usaha BPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan Peringkat

Komposit Tingkat Kesehatan BPR.
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BAN V 

TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR 

1. Laporan Rencana Tindak dan Realisasi Rencana Tindak

Laporan Kondisi BPR dan BPRS 

Rencana 

Tindak 

a. faktor tata kelola dan/atau profil risiko BPR yang ditetapkan dengan

peringkat 4 dan/atau peringkat 5;

b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR yang ditetapkan dengan

peringkat 4; dan/atau

c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR yang ditetapkan selain

peringkat 4 atau peringkat 5, namun berpotensi ditetapkan dalam

pengawasan intensif atau terdapat permasalahan signifikan yang perlu

diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR, BPR wajib

menyampaikan rencana tindak.

Laporan Batas Waktu Penyampaian Rencana Tindak 

Penyampaian 

Rencana Tindak 

a. paling lama 14 HK (hari kerja) setelah tanggal permintaan OJK, untuk

rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian

Tingkat Kesehatan BPR oleh OJK.

b. paling lambat:

1. tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan BPR pada

posisi akhir bulan Juni; dan

2. tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan BPR pada

posisi akhir bulan Desember,

untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut hasil penilaian 

sendiri oleh BPR. 

c. paling lama 14HK ( hari kerja) setelah BPR menyampaikan pengkinian

penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan waktu kepada Otoritas

Jasa Keuangan.
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Laporan Batas Waktu Penyampaian Realisasi Rencana Tindak 

Penyampaian 

Realisasi 

Rencana 

Tindak 

a. Paling lama 10 HK setelah pelaksanaan rencana tindak.

b. Dalam hal pelaksanaan rencana tindak dilakukan secara bertahap, paling

lama 10 HK setelah pelaksanaan setiap tahapan.

c. Dalam hal terdapat permasalahan signifikan yang mengganggu

penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu, BPR dan BPRS wajib

menyampaikan alasan dan penyebab terganggunya penyelesaian rencana

tindak paling lama 10 HK setelah target waktu penyelesaian yang

ditetapkan.

2. BPR menyusun dan menyampaikan rencana tindak dalam hal BPR memenuhi kondisi tertentu

sesuai dengan POJK TKS BPR. Rencana tindak antara lain meliputi:

a. memperbaiki penerapan manajemen risiko dengan langkah perbaikan yang nyata disertai

dengan target waktu penyelesaian.

b. memperbaiki penerapan tata kelola dengan langkah perbaikan yang nyata dan target waktu

penyelesaian.

c. memperbaiki kinerja keuangan, antara lain melalui peningkatan efisiensi dalam hal BPR dan

BPRS mengalami permasalahan rentabilitas; dan/atau

d. melakukan tambahan setoran modal secara tunai oleh pemegang saham dalam hal BPR

mengalami permasalahan permodalan.

3. Rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, rencana tindak dan laporan

realisasi rencana tindak disampaikan dalam bentuk:

a. salinan elektronik (softcopy) melalui surat elektronik resmi; atau

b. salinan cetak (hardcopy),

yang ditujukan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa 

Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR. 
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BAB VI 

KETENTUAN LAIN – LAIN 

Dalam pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan lain terkait 

pengaturan yang sudah ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

1. Penilaian Tingkat Kesehatan BPR, mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2022.

2. BPR yang mengajukan penggabungan atau peleburan sejak bulan Desember 2023, proyeksi

tingkat kesehatan selama 2 (dua) periode dilaksanakan sesuai dengan POJK ini.

BAB VIII 

PENUTUP 

Pedoman Penilainan Tingkat Kesehatan ini akan di-review secara berkala dan dilakukan penyesuaian 

apabila terdapat hal-hal yang belum/tidak diatur, atau karena adanya perubahan peraturan/ketentuan 

eksternal dan/atau kebijakan internal Bank. 
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LAMPIRAN
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Format Laporan Penilaian Sendiri TKS BPR 

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI 

TINGKAT KESEHATAN 

Nama BPR : 

Posisi : 

Faktor/Kompon
en 

Penilaian Posisi Laporan Penilaian Posisi Laporan Sebelumnya 
Ras
io 

(%) 

Pering
kat 

(a) 

Bo
bot 

(b) 

Nilai 
Faktor 

(c)=(a)*(
b) 

Ra
sio 

(%) 

Pering
kat 

(a) 

Bo
bot 

(b) 

Nilai Faktor 

(c)=(a)*(b) 

Profil Risiko 
Tata Kelola 
Rentabilitas *) 
1. Return on Asset
(ROA) 

2. Rasio

Beban 

Operasional 

terhadap 

Pendapatan 

Operasional 
(BOPO) 

3. Net     Interest 
Margin 

(NIM) 
Permodalan *) 
1. Rasio

Kew
ajiban 

Penyediaan 

Modal Minimum 

(KPMM) 
2. Rasio Modal Inti

terhadap

Aset Produktif 

Bermasalah 

Neto (MIAPB) 

Nilai Komposit (Penjumlahan dari Nilai Faktor) 
Peringkat Komposit 
Analisis Posisi Laporan**) 

1. Kesimpulan Tingkat Kesehatan 

…..

2. Profil Risiko 

…..

3. Tata Kelola

…..

4. Rentabilitas 

…..

5. Permodalan 

…..
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